
1 Undang·Undano Nomor 28 Tahun 1959 lentang Pembentukan
Oaerah Tingkat II dan Kotaprala dl Sumatera Selatan (Lembaran
NegaraRI Tahun 1959Nomor 73. Tambahan LembaranNagaraRI
Nomor 1821).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 lentang Kesehatan
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
LembaranNegaraRI Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 lentang Psikotropika
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan
LembaranNegaraRI Nomor3671);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 lentang Narkolika
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan
LembaranNogaraRI Nomor3698).

5. Undang·Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembenlukan
Peraturan PeJundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53. Tambahan t.embaranNogaraRI Nomor4389);

a bahwa penyalahgunaan narkollka pslkotropika. precursor dan
bahan adikllr lainnya semakin me'!' .,okat sehlOggamembutuhkan
penanqanan yang leblh komprehonsir yang menuntut
pengembanganorganisasi secsra profersionaldi daerah;

b. bahwa dengan telah dltetapkannya Peraluran Presiden Nomor 83
Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika
Propinsi dan Narkotika Kab/Kola. sejalan dengan Sural Edaran
Mentari Dalam Nagan Nomor 061/566/SJ perihal Penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi. Kabupaten dan Kota
pada angka 4, maka Oadan Narkotika Kola Paiembang yang
dibentuk berdasarkan KeputusanWalikola Paiembang Nomor 77
Tahun 2005pertu dtsesuatkandan disempumakan •

c. bahwa berdasarkanpertimbangon scbaqalrnanadimaksud huruf a
dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikola Palcmbang lenlang
Pernbentukan, Susunan Organlsasi dan Tata Keqa Badan
NarkotlkaKola P<,lemnang.

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG

NOMOR 2'7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAOAN NARKOTIKA KOTA PALEMBANG

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,
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Menimbang

WALIKOTA PALEMBANG



MEMUTUSKAN :

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG TENTANG
PEMBENTUKAN. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA KOTA PALEMBANG.

BASI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

DalamPeraturaninl. yang dlmaksuddengan :
1 Daerahadalah Kola Palembang
2. PemenntahKola adalah PemenntahKota Palombang.
3. Walikols adatahWalikota Palembang.
4. Wakil Walikoto adalahWakilWalikota Palembang.
5. Badan Narkotika Naslonal yang selanjutnya disingkat BNN adalah

lembaqa non struktural yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungJawablangsungkepada Presiden.

6. Badan Narkouka Provinsi yang selaruutnya dlsingkat BNP adalah
Badan NarkotikaProvmsiSumateraSelatan.

7. Badan Narkotika Kola yang selanjutnya dismgkat BNK adatah
Badan NarkotikaKola Palembang.

8. Ketua Badan Narkotikaadalah Ketua BadanNarkotikaPalembang.
9. Pelaksana Hanan BNK yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK

adalah unit yang dibenluk untuk memperiancar pelaksanaan dan
penyelenggaraan lugas dan fungsi Badan Narkolika Kola
Palembang.

10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari lanaman atau
bukan lanaman baik sintetis maupun semi smteus yang dapal
menyebabkan penurunan atau perubahan kesarlaran, hllangnya
rasa. mengurang' sampai menghilangkan nyori, dan dapal
menimbulkanketergantungan,yangdibedakan ko dalam golongan-
9010ngan atau yang dnetapkan dengan Koputusan Menleri
Kesehalan.

11 Psikotropika adalah zat atau obat balk alamiah maupun sintetis
bukan narkotika, yang berkhasial psikoaktif melalui pengaruh
solektif pada susunan sarar ousat menyebabkan perubahan khas
pada aktivitasmental dan prilaku.

•

2
6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan

Daerah (LambaranNegara RI Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-UndangNomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan
LembaranNegaraRI Nomor4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangsn Antara Pamerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
LembaranNegaraRI Nomor4438);

8. Peraturen Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan PemerintahanAntara Pemerintah,PemenntahProvmsi dan
Pemerintah Daerah KabIKota (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 82. TambahanLembaranNegara Nomor4737)

9. Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsesi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89.
Tambahan LembarsnNegara RI NOt ",r 4741);

Menelapkan



BNK mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah

dalam mengimplemenlasikan kebijakan dan pelaksanaan
opersional di bidang per'tcegahan, pemberanlasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pSikotropika,
prekursor dan bahan adlktif lainnya.

b. Melaksanakan dukungan pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor dan bahan adlktlf lalnnya dengan membentuk satuan
tugas yang terdin dan unsur perangkat daerah dan tnslansi
pemerintah terkait sesuai dengan tug as. fungSI dan
kewenangannya mastng masing

PasilI5

Dalam melaksanakan tugas sobagaimana dimaksud datam Pasal 4,
BNK mempunyai fungsi sebagoi berikut :
a. Pengkoordinasian pcrangkat daerah dan instansi pemenntah

terkait dalam penyiapan dan pcnyusunan kebijakan pelaksanaan
operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan,
pernberantasan penyalahgunaan dan pereda ran gelap narkoltka,
psikotropika, prekursor dan bahan adiklif lainnya :

b. Pengoperasian saluan lugas yang terdiri alas unsur pemerinlah
daerah dan mstansi pemenntah terkait dibidang ketersediaan dan
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan pereda ran
gelap narkonka, psikotropika. prekursor dan bahan adlktif lainnya
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masmg-mastng.

c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya meialul saluan
tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

d. Pelaksanaan karja sama dongan instansi leknls tarkail dalam
rangka penanggulangan masalah narkotika, psikolroprka, prekursor
dan bahan adiktlf lamnya.

e, Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dongan
kebijakan operaslonal BNN.

•

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal3

BNK adalah lembaga non struklural yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Wtll'f<ota.

Pasal4

BAS II
PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Inl, dlbentuk Badan Narkotika Kota Palembang.

12. Prekursor adalah zat atau bahan kimia yang dapat dlQunakan
untuk proses pembuatan narkotika atau psikotropika

13. Zat Adiktif adalah zat yang karena sifatnya dapat menimbulkan
keterganlungan bagl pemakainya.

3



Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan
tungsi BNK kcpada VI/allkota secara berkala atau sewaktu-waktu lika
dlpllOdang perlu dan tembusannya disarnpaikan kepada BNN dan
BNP

Pasal8

(1) Rapa! koordinasi dilingkungan BNK diadakan secara berkala paling
sedlkl! 1 (satu) kari dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu
sesuat dengan kebutuhan.

(2) Oalaru melaksanakan lugasnya BNK dapat mengikutsenakan
peran serta masyarakat

Pasal7

BABV
TATAKERJA

(2) Bagan Struktur Orqansisasr BNK sebagaimana lercantum dalam
Lampiran.

1. Kasat Reskrim Poltabes Palembang.
2.Kasat Narkoba Pollabes Palembang.
3.Kasat Intelkam Pollabes Palembang.
4.Kasat Binamitra Pollabes Palembang.
5.Kasi Inlel Kajari Kota Palembang.
6 Kepala Oinas Kesehalan Kola
Palombang.

7. Kcpala Oinas Pendidikan Nasional
Kola Palembang.

8. Kepala Badan Kesaluan Bangsa, Politik
dan PerliW'\Jngan Masyarakal
Kola P<lt..mbang.

9.Kepala Omas Informasi dan Kornunikasi
Kola Palembang.

10. Kepala Dinas Kesejanteraan Sosial
Kola Palembang.

11. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Kola Palembang.

12. Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang.
13. Kepala Oinas Tenaga Keria

Kola Palembang.
14 Kepala Dmas Perhubungan

Kota Palembang.
15 Kepala Kantor Departemcn Agama

Kota Palembang.
16 Kepala Badan POM Palembang.
17 Kepala Kanlor Baa Cukai Palembang.
18 Kepala Kantor Imlgrasi Palembang.
19 Kepala Rutan JI. Merdeka Palembang.
20 Kepala Rutan Pakjo Patembang.

c. Anggota

(1) Susunan organisasi BNK terdiri dari :
a, Ketua .Wakil Walikota Palembanq.
b. Sekrelaris

merangkap anggota : Kepala Pelaksana Harian BNK.

BABIV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal6

4
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Uo.mon. ~,~.51
e.i!nl fA nJ\ ~"AH KOTA 'AlE~"'.BAH'3

T I,lill.' 200 8 NOMOR 27

•,

TANA PUTRA

Ditetapkan di Palembang
pada langgal 14 A'?)~ivl:' 2008

Pel'<\luranini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Aga~ seuap orang mengetahulnya, memerinlahkan pengundangan
Peraluran lni, dengan penempatannya dalam Berila Daerah Kota
Palernbanq.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikola
Pale(l1bang Nomor n Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan
NarkotikaKota Palembang,dicabut dan dinyalakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pasal12

BAB VII
PENUTUP

BNKmelaporkandanmempertanggu~awabkan seluruh pelaksanaan
kebijakan operasional yang pemblayaannyabersumber dari Anggaran
Pendapatandan BelanjaNegara kepadaBNN.

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya,
BNK dapat menerima bantuan pembiayaandari BNN yang bersumber
dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara serta dari pihak-plhak
lain balk clalammaupun luar negeri yang sifatnya tldak mengikat, yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganyang berlaku.

Pasal11

Pasal 10

Biaya yang diper1ukanbagi pelaksanaan dan penyelenggaraan lugas
dan fungsi BNK, dlbebankanpada Anggaran Pendapatandan Belanja
Daerah Kota Palembang.

BABVI
PEMBIAY¥N

PasalS



..

~
of!-e:c
~1Il"'l

2:;:

i~zVl<d

'",,:~

e-
•

«
bo
t:J
~- ,

~ ~
0
~
~

l


